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Salah satu substansi penting dari amandemen Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya 

disingkat UUD NRI 1945) adalah keberadaan Mahkamah 

Konstitusi sebagai lembaga negara baru yang independen 

dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pembentukan 

Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai sebuah keharusan 

dalam negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai 

hukum tertinggi karena keberadaannya sebagai pengadilan 

penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). 

Keberadaan pengadilan konstitusional ini merupakan 

koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di 

masa lalu.  

Mahkamah Konstitusi di Indonesia memberi banyak 

sumbangsih dalam perbaikan sistem ketatanegaraan. Meski 

demikian, dalam perkembangannya eksistensi Mahkamah 

Konstitusi juga tidak luput menuai banyak kritikan. Salah 

satunya mengenai kurangnya kompetensi atau kewenangan 

yang dimiliki jika dibandingkan dengan Mahkamah 

Konstitusi negara lain.  
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Buku yang berjudul “Mahkamah Konstitusi: Diskursus 

Sejarah, Perkembangan dan Pembaharuan Pengujian 

Konstitusional di Indonesia” ini menguraikan beberapa 

kekurangan kewenangan pengadilan konstitusional 

Indonesia, khususnya pada aspek pengujian undang-undang 

dan menguraikan pula rekomendasi pengembangannya agar 

fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah dan 

nilai konstitusi dalam kehidupan bernegara serta fungsi 

checks and balances terhadap cabang kekuasaan lainnya 

dapat berjalan secara lebih optimal. 

Buku yang berada di hadapan kawan pembaca tentu 

merupakan karya yang masih memiliki beragam kekurangan 

di berbagai sisi. Baik dari tulisan yang masih banyak typo atau 

penyajian konsep maupun teori yang kurang lengkap, kurang 

terstruktur maupun kurang sistematis. Hal demikian 

dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan dan 

kemampuan penulis. Oleh karenanya penulis sangat 

membutuhkan masukan, koreksi maupun rekomendasi 

sehingga buku ini dapat menjadi menjadi lebih baik. 

Rasa terima kasih yang tidak terhingga juga penulis 

ucapkan kepada semua pihak-pihak yang membantu 

terbitnya buku ini, diantaranya:  

1. Bapak M. Fahrudin Andriyansyah, A.Md., SH., MH dan 

Bapak Abid Zamzani SH., MH yang banyak 

memberikan masukan dan saran; 
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2. Malang Corruption Watch (MCW) yang telah menjadi 

rumah dan wadah belajar penulis selama di Malang, 

tempat penulis dalam mengenal arti penting nilai 

keberpihakan dan melawan ketidakadilan; 

3. Sahabat-sahabat saya di Gubuk Noesantara: Abd 

Razak, Nur Hidayat, Fernando Katili, Dandi Eka 

Praditya (Alm), Muh. Yusuf, Zilfikar, Eki Kurniawan, 

dan Gandi yang telah menjadi kawan baik saya dalam 

berfikir.  

4. Sahabat-sahabat saya di Rumah Singgah Malang; 

Aburizal Fikri, Dodik Irwan Ahmad, Ainul Yaqin, 

Muhammad Rizqi, Abdul Aziz, Zaky Difari, Miqdad 

Thufeil, Zidan Zainadin, Ario Fernando, Affan 

Maulana, Rifky Ahmad dan Bayu Setiawan Wibisono 

dan Gunawan Salim yang telah menemani 

penyusunan buku ini diruang-ruang kopi Malang. 

5. Kawan-Kawan Kos Progresif Malang: Thoriqul Choir, 

Ali Fikri Hamdhani, Ridhol Mahbub dan Wafdul Adif. 

Terimakasih telah menjadi senior yang baik dan telah 

banyak memberikan masukan serta pencerahan. 

Buku ini secara khusus penulis persembahkan untuk 

kedua orang tua Orang Tua (Bapak Hammatang dan Ibu Sitti), 

Saudara/Saudari kandung penulis (Rustam, Sultan, 

Sukarman, Moh. Irwan dan Dwi Hariyanti) serta Keluarga 

Besar tercinta, yang tidak pernah bosan melangitkan doa, 
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mendukung, memotivasi dan membimbing penulis sehingga 

karya ini dapat dirampungkan. Buku ini diharapkan dapat 

bermanfaat dalam memberikan rintisan pemikiran bagi 

pengembangan dan kemajuan Hukum Tata Negara 

khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengujian 

konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia serta 

dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa, praktisi, 

akademisi maupun masyarakat umum.  

 

Malang, 8 Agustus 2024 

 

Fajrianto 
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